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Ada tidaknya kesalahan penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2017 apabila pelakunya anak maka tidak berlaku ketentuan minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan apabila pelakunya orang dewasa dan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan ada perdamaian dan terciptanya harmonisasi hubungan pelaku/keluarga dengan korban/keluarga dengan tidak saling menuntut lagi. Penerapan pidana minimum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang merujuk kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada hakikatnya telah terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas materil, hal ini dikarenakan tidak tercapainya rasa keadilan sebagaimana tujuan dari asas legalitas meteril.
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